
BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DADRAH

DENGAF{ RAHMAT TUHAN YAI\G MAHA ESA

Menimbang

BUPATI DONGGALA.

: a. bahwa Kabupaten Donggala secara geografis,

klimatologis, hidrologis, dan kondisi sumberdaya

alamnya merupakan daerah rawan bencana baik
yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia
yang berpotensi menimbulkan korban jiwa'
pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian

dalam bentuk lain yang tidak temilai;
b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah perlu dilaksanakan s€cara terencana" terpadu.

menyeluruh, terintegrasi yang melibatkan semua

potensi yang ada di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana

dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b' perlu

membennrk Peraturan Daerah tentang

Penanggulangan Bencana Daerah;



Mengingat : t.

6.

5.

^

5.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentans
Pernbentukan Daerah Tingkar II di Sulawes]
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 1822):
Undang-Undang Nomor 20 Tahun l96l tentans
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda_Bendi
Yang Ada Di atasnya (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun l96l Nomor 2gg4, Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324):
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentans
Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistim (tembaran Neeara
Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambihan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419):
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentans Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indinesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Neeara
Republik Indonesia Nomor 3886):
Undang-Undang Nomor I0 iahun 2004 tentane
Pembentukan Peraturan perundang-Undangai
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M
Nomor 53 Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahup 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor .1437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 J,lomor -59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 48,14):



7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentane
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republil
lndonesia Tahuh 2002 Nomor 66, Tambaian Lembaran

- Negara Republik Indonesia N omor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentane

Pertambangan Mineral dan Batubara fi*mbarai
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 4.
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);

9. Undang-Undang Nomor I l Tahun 2009 tentane
Kesejahteraan Sosial (rmbaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentans
Perlindunean dan pengelolaan Lingkungan Hidui
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200b
Nomor | 40, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

ll. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentane
Kesehatan (.embaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nesara
Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor I Tahun 20ll tentans
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembarai
Negara Republik lndonesia Tahun 20ll Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5l 88):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentans
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 1999 tenlane
Pemindahan lbu Kota Daerah Kabupaten Donggala dai
Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala
Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 199 Nomor 133.
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
3869);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentane
Pencarian dan Pertolongan (lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4658

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentans
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahl
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/l(ota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan [cmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Ke{a Sama Daerah (t embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

18.

19.

Nomor 4761);
Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (Lembar
negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
4828);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentans
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. lLembai
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
4829):
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20. peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 200g tentangperan Serta Lembaga Internasional dan t embaga Asin!Non pemerintah dalam penanggulangan Bencana,
(_embar Nagara Republik tndonesia 

- 
Tahun 200g

Nomor 44, Tambahan lrmbar Negara Republik
Indonesia Nomor 4g30);

21. peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang
Mitigasi Bencana Di Wilayah pesisir dan pulau-pulau
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor l09, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5 154):

22. peraturan presiden Nomor g Tahun 200g tentang Badan
Nasional penanganan Bencana:

23. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan pemerintafian yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala tahun l0Og Nomor 3,
Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun
2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Bagian aaii peranskat Daerah
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerai Kabupaten
Donggala Tahun 201 0 Nomor 9).

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

DONGGALA
dan

BUPATI DONGGALA
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Menetapken

MEMUTUSKAITI:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGUI-AI\IGAN BENCANA

BAB I
KETENTUAN T]MT]M

Pesd I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Oulati aan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan daerah.
J.
4.

6.

Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutrya disebut Bupati.
:",t"" ygS s€lanJuhya disebut BpBD adalah Badan penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Donggala yang bert-ggunlju*"U a"lfr OiOing
penanggulangan bencana.

5-"fh^"u* yang selanjutnya disingkat Kepala BpBD adatah Kepala
rtaoan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa y"ig ,engan"arn A_
Telg^ganggu.kehidupan dan penghidupan masyarakat yan! disebabkan, baik
oren laKtor atam dan/atau faktor non_alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusi4 kerusakan lingkungli,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

;erangkaian 
peristiwa yang_ disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung melerus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
langsor.
Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal telnologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

7.

8.
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9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa aau serangkaianperistiwa yang diakibarkan oleh- manusia y_g';"ii;*i konflik sosial
_ - antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, ian'ieror.10. Penyelenggaraan penanggulangan u""1""" ua"l"r,-*rrgi"ian upaya yangmeliputi pen€tapan kebijakan yang berisiko timbulnya- bencann k"gil;

rynceeahan bencan4 tanggap darurat pemulitran ;"i*r, rehabiliAsi danrekonstruksi -

ll. Pencegahan bencana adalah 
_ 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untukmengurangi atau menghilangkan risiko bencaia, Uaii ;"ehtui pengurangrnancaman bencana maupun pengurangan ker€ntanan pihat yang terancamDencan&
| 2. Kesiapsiagaan_ adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi

bencana melalui pengorganisasian .irtu ,"t"lii r*gLJ v_g repat guna danberdaya guna.
13. Peringatan dini adalah *Aet"i-. kegiatan pemberian peringabn sesegeramungkin k3ryad1 masyarakat tentang kerLgr.i"rl" r"ri"Ji"yft"ncana pada suatu
. . tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upayi untuk mengurangi risiko bencan4 baikmelalui pembangunan fisik maupun penyadaran ian ftningl"tun k;;p;

menghadapi bencana
15. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada

suatu wilayah dan kurun waktu rertentu yang-dapat Uerufa rcmatiarr, luka, sakit,jiwa terancam, hilangnya ftrsa aman, mengungsi, tenrsaian atau kehilangan dangangguan kegiatan masyarakat.
16. Tanggap dauat b€ncana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengansegera pada saat keiadian bencana untuk 

. 
,.i*g_i dinpak buruk ying

ditirnbulkan, yang meiiputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa danharta bend4 pemenuhan kebutuhan dasar, perlindunga_i, p.nfru*n pengungsr,
serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.

17. Korban bencana adalah orang atau kelompok onng yang menderita ataumeninggal dunia alibat bencana.
i8. Pemulihan. ada]ah upaya yang dilakukan pada saat pasca bencana yang terdiri

dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau

masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran uhma untuknormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan
kehidupan.masyarakal pada wilayah pasca bencana seperti paja kondisi sebelum
terjadinya bencana.
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20.

2t.

Rekonstruksi adalah pembangrnan kembali semua prasarana dan saran4
kelembagaan pada wilayah pasca bncan4 baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan keteniban, dan bangkitrya
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bennasyarakat pada wilayah
pasca b€ncana
Rencana Pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kep€ndudukan,
sosial, buday4 ekonomi, prasarana dan sarana s€belum terjadi bencana, informasi
kerusakaq fntensi sumber day4 peta tematih program dan kegiatan, jadwal
kegiatan, rencana anggararl pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonsauksi.
Pelaksana rehabilitasi dan rekonstsuksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah
unit keia pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstuksi
pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan unit
kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daersh.
Rencana induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu
menengah dan panjang.

Rencana Aksi Nssional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) adalah rencana
kegiatan tingk t nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
Rencana Aksi Daerah Pengurangan Nsiko Bencana (RAD PRB) adalah rencana

kegiatan tingkat daerah yang dilahkan dalam jangka waktu tertentu.
Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

Pengungsi adalah ordng atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari
tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibal dampak

buruk bencana.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun t945.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah

lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat m€nteri
yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggamkan

penanggulangan bencana pada tingkat nasional.

30. Pendampingan/fasilitasi adalah upaya dan p€rdn yang diperlukan dapat diberikan

oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan bencana di bidang leknis,

administratif, peralatan dan pendanaan.

23.

25.

26.
2'1.

29.

b



31. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapal berbentuk badan uaha

milit< riegara badan usaha milik daerah, koperasi' atau swasta yang didirikan

sesuai dengan ketenhan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis

usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia-

32. Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terPadu keadaan

darurat sesuai standar yang berlaku'

33. Komandan kedaruatan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang

mengendalikan sistem komando tanggsP darurat'

34. F"G komando adalah kewenangan memerinuh dan mengelola sumberdaya
- 

v-i air"-fti- sektor/lembaga teikait dalam rangka tanggap dtrurat bencana'

fs. iun"gsi koonrlinasi adalah fewenangan memadukan prognm dan kegiatan

sektir/lembaga terkait pada ahap prabencan4 s&tt tanggap darurat dan pasca

bencana

36. Fungi Pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan

padi tahap prabencana' saat tanggap darurat dan pascatencana'

3?. Pengelolaan u-tt un ptn"nggil"ngan bencana.adalah kegiatan penerimaan'
- 

;";;;;- oan pena-isriutiian ultuan vang disediakan dan digunakan pada

prabencana, saat tanggap darunt dan pasca bencana'

38. Bantuan tanggap darurat Uen"una aialatt bantuan untuk memenuhi kebutuhan

dasar Pada saat keadaan darurat'

39. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan

penanggulangan uencunu puau saat tanggap darurat yang meliputi penglrajian

secara cepat terhadap loxasl uencana, ken;akan, dan penyediaan sumberdaya;

penyelamatan dan evakuasi masyarakat. terkena bencana; punenuhan kebutuhan

dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan s€gera

prasarana dan sarana fasilitas umum'

40. 
'Kelompok renlan adalah bayi' balit4 anak-anak' ibu hamil atau menyusul'

penyandang cacat dan orang lanJut usla

41. Kejadian Luar Biasa (K|-BiuOaiuh sulah t1 u"*: 
liq-O]terapkan 

di lndonesia

untuk mengklasifikasitan 
'fristiwa merebaknya tY* *.1:uh penyakit dimana

ada kejadian meningratnya kesakitan. atau kematian 
-yang 

bermakna secara

epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu'
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BABII
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAI\

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:
a. kemanusiaan;
b. keadilan:
c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kebersamaan;
g. kelestarian lingkungan hidup; dan
h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasrl 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

a. cepat dan tepat;

b. prioritas;
c. koordinasi dan keterpaduan;
d. berdaya guna dan berhasil guna;
e. transparansi dan akuntabilitas;
f. kemitraan;
g. pemberdayaan;
h. nondiskriminatif; dan

i. nonproletisi.
Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:
a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
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c.

d.
e,

'f.
s.

men1amin ters€lenggaranya r
terpad u, rerkoord i "'"H*G;""fJil"3 

langan ben cana secara teren can a
menghargai budaya lokal:

llr,b-gun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta:mendorong semangat gotonc ro\
menciptakin *;;#;:"JJtngdan 

kesetiakawanan sosial; dan

bemegara. I kehidupan bermasyarakaq berbangsa, dan

BABItr
TANGGT]NGJAWAB DAN WEWf, NANG

pasal 5

i:ff'j!ffiri'ffiL-*oo' penanggungiawab dalam penyetengg,araan

Passl 6

I5,ffi;rl"** 
pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan menghadapi bencana

a. penjaminan pemenuhan hak^m_asyarakat dan pengungsi yang terkena bencana
* :^:,u:ij"ngun standar pelayanan mrnrmum;u. pentndungan masyarakat dari dampak bencana;c. pengurangnn resiko bencana-dan'p"r"nJuui''p*gurangan 

resiko bencana, d"ngT program pembangunan dan iistim p.ring'rirril'iif'o. pengalokasian dana ben-cr
(APBD) yang memadail 

ana dalam anggaran pendapatan belanja daerah
e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap
f pemulihan kondisi dari dampak bencana dan;* 

ff;;"Ij::-" 
arsip/dokumen otentik dan Ldib.t aari ancaman dampak

Pasal 7
( | ) Wewenang pemerintah Dbencanameliputi; aerahdalampenyelenggaraanpenanggulangan
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a. p€netapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras

dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. pemlbuatan p€rencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur

kebijakan penanggulangan bencana;

". p"t"it"n"an te6i;af<an- ke{a sama dalam penanggulangan bencana

dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

d. pengaturan penggunalrn teknologi yang- berpotensi sebagai sumber

ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

e. p€rumusan kebijakan pencegahan penguasaan- dan- pengunsan sumber

iaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

f. pengendalian lengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang

berskalr provinsi, kabupaten/kota.
(2) Menetapkan dan mengusulkan status dan tingkat bencana dengan memuat

indikator yang meliPuti:
a. jumlah korban
b. kerugian harta benda

c. kerusakan sarana dan Prasarana
d. cakupan luas wilayah yang terkena bencanq dan

e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan

Pasal E

Dalam hal pemerintah daerah belum daPat melaksanakan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau

dukungan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan

peraturan perundang-undan gan

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 9

bencana dibawah koordinasiPenyelenggaraan Penanggulangan
Penanggulangan Bencana Daerah.
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BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN
Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal l0
(l) Masyarakat berhak;

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi
kelompok masyarakat r€ntan bencana alam;

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. mendapa&an informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan
penanggulangan bencana;

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan
program penyediaan bantuan p€layanan kesehatan termasuk dukungan

Psikososial;
e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terha&p kegiatan

penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan

komunitasnya;
(2) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur

pelaksanaannya oleh badan penanggulangan bencana.
(3) masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan

pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal l l
Masyarakat berkewaj iban menjaga;

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara

keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan

hidup;
b. melakukan kegiatan-kegiatanpenanggulanganbencana; dan
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c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan
bencana.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi kemasyarakatan

Pasal 12

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban;
a. berkoordinasi dengan pemerintah Daerah, pemerintah propinsi dan atauBadan Penanggurangan Bencana Daerah oaiu. keikutsertaan
. penyelenggaraanpenanggulanganbencana;
o. menyerahkan dan melaporkan kepada instansi yang berwewenang renrang

pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan p"nunggulung"i
bencana;

c' Pemerintah Daerah merarui instansi berwewenang mengatur distribusi dan
atau p€nyaluran bantuan bencana berupa uang dan baring kepada korban
bencana alam.

BA3 VI
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

*"i;'#H;ril:"0"
Pasal 13

Lembaga. usaha. mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secaB bersama
dengan pihak lain

pasal 14

Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijaksanaan
penyelenggara penanggulangan bencana
Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan
pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Badan
Bencana Daerah serta menginformasikan kepada
transDaran

(t)

(2) laporan kepada
Penanggulangan
publik secara
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(3) Lembaga usaha berkewajiban mengikuti prinsip kemanusiaan dalam' 
melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana'

Bagian kedua

Peran Lembaga internasional

Prssl 15

(l) lembaga intemasionel dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta

datam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan p€raturan

perundang-undangan Yang berlaku

(2) Lmbaga internasional dapat ikutserta dalam kegiatan penanggulangan
' 

U"n"arr" dan mendapat jaminan perlindungn dari Pemerintah dalam

melaksanakan kegiatannyq sesuai dengan ketentuan p€raturan perundang-

undangan Yang berlaku.

(3) Lemba-ga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam

melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat melakukan secara sendiri-sendiri' bersama-sama' darVatau

bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar

belakang sosial, budayq dan agama masyarakat setempat'

(4) Keten; lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana oleh lembaga intemasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur

dengan Peraturan BuPati

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 16

dilaksanakan berdasarkan 4(i) Penyelenggaraan penanggulangan bencana

(empat) asPek meliPuti:'(a)'sosial. 
ekonomi, dan budaya masyarakat;

(b) kelestarian lingftungan hiduP;

ic) kemanfaatan dan efektivitas: dan

(d) lingkuP luas wilaYah'



(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
( I ) meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

(3) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara be{enjang mulai Kabupaten,

Kecamatan dan Desa/Ke lurahan.

(4) Masyarakat berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana

dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan atau Badan

Penanggulangan Bencana Daorah

Bagien Kesatu
Prabencana

Prssl 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap sebelum terjadi bencana
berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan dan kesiapsiagaan ma.syarakat serta
aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban
manusi4 kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Pesal lE

( I ) Penyelenegaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:
a. dalam situasi tidak tet'adi bencana ; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (l ) huruf a meliputi:
a. perencanaan penanggulangan bencana;
b. pengurangan risiko bencana;
c. pencegahan;
d. premaduan dalam perencanaan pembangunan;
e. persyaratan analisis risiko bencana;
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g. pen)'usunan peta daerah rawan bencana dan menginformasikan kepada

masyarakat dan instansi terkait;
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h. penyiapan potensi perlindungan masyarakat (LINMAS) dan satuan
. tugas yang siap unok digerakkan dalam penanggulangan bencana;i. penyediaan pos komando, prasana dan' sarani-posko lapangan yang
. setiap saat dapat digerakkan dan digunakan.j. pendidikan dan pelatihan tentang bencana; dan
k. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(3) P_engurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf b
dilakukan melalui kegiatan:
a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana:
b. membangun budaya sadar bencana;
c. membina komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan

bencana; dan
d. menerapkan upaya-upaya baik fisik dan nonfisik termasuk pengaturan_

pengaturan prosedur tetap penanggulangan bencana.

Paragref I
Penyelenggarran dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 19

(l) Dalam situasi tidak terjadi bencana pemerintah Daerah melakukan
pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan
melalui koordinasi, integrasi, dan sinkonisasi, serta mengarusutamakan
dalam perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

(2) Pemaduan p€nanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan cara
mencantumkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana
pembangunan daerah.

Pasal 20

Perencanaan penanggulangan bencana yang disusun pemerintah Daerah
berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana
yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian
anggarannya.
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Pasal 2l
(l) 

,Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan p€nyusunan RAD-
PRB.

(2) RAD-PRB disusun oleh BpBD setelah berkoordinasi dengan instansi yang
bertanggunglawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten dengan mengacu pada RAN-pRB.

(3) RAD-PRB ditetapkan oleh Kepala BPBD. untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada instansi
Pemerintah Daerah dan masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah
rawan bencana.

Paragraf2
Penyelenggaraan delam Situasi Terdapat potensi Terjadi Bencana

Pasal 23

(l) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi
terjadi bencana dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
a. kesiapsiagaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan

masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
b. peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat

dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan
tindakan tanggap darurat; dan

c. mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang
diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada
kawasan rawan bencana, diantaranya menetapkan daerah alternatif
pengungsian korban bencana.
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(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) antara lain dilakukan
melalui :

a. kegiatan penyusunan dan uji coba nencana p€nanggulangan

kedaruratan:

b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;

c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan

kebutuhan dasar;

d. menyiapkan personil, prasana dan sarana yang akan dikerahkan dan

digunakan dalam pelaksanaan Prosedur tetap (PROTAP);

e. memasang petunjuk t€ntang karakteristik bencana dan penyelamatan di

tempat-tempat rawan bencana;

f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk

evakuasi pengungsi sertajalur evakuasi aman;

g. penyuluhan, p€latihan dan demonstrasi tentang mekanisme tanggap

darurat,

h. penyiapan lokasi evakuasi; dan

i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat

bencana.

Bagian Kedua
TanggaP Darurat

Paragraf I

Umum

Pasal 24

(l) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan

bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi

kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi' prasarana

dan sarana yang ada di daerah.
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(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan mulai dari
mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan
santunan/bantuan kepada keluarga korban bencana tanpa perlakuan
diskriminatif.

Paragraf 2
Kegiatan Saat Tanggap Darurat

Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliprrti:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian

dan sumberdaya;

b. penentuan status keadaan darurat bencana:

c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena
bencanai

d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan,
sandang, tempat tinggal, kesehatan dan air-sanitasi, pendidikan, sarana
kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum
kemanusiaan;

e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
f. mengamankan daerah terkena bencana; dan
g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
Pasal 26

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat Kabupaten Donggala
oleh Bupati dengan mendapat masukan dari pihak-pihak yang berkompeten
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Pagraf4
Kemudahan Akscs

Pasal 27

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai
kemudahan akses dalam hal:
a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahanperalatan;

c. pengerahan logistik;
d. perizinan;

e. pengadaan barang/jasa;

f. pengelolaan dan pertanggungiawaban uang dan/atau barang;
g. penyelamatan; dan

h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Paragraf5
Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 28

Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan
sumberdaya manusia yang potensial dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI),

dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

Pasal 29

(l) Pengerahan peralatan dan logistik dilakukan untuk penyelamatan dan

evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan

fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.

(2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan

kebutuhan.
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Pasel 30

(l) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada provinsi dan
Kabupaten terdekat, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau
mencukupi.

(2) Pemerintah Daerah yang meminta bantuan sumberdaya manusia"
peralatan, dan logistik kepada Pemerintah Daerah terdekat sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi
sumberdaya manusia" peralatan, dan logistik;

(3) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik di Daerah, maka
Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi

dan Pemerintah Pusat.
(4) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik

di lokasi bencana sebagaimana di maksud pada ayat (l), ayat (2) dan ayat
(3) dilaksanakan di bawah komando BpBD.

Paragraf 6
Pengadaan Barang dan Jasa

Passl3l

Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan secara terencana dengan
memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan
karakteri stik wilayah bencana.

Pasal 32

(l) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk
penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan
langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
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a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b. situasi dan atau keadaan darurat:
c. evakuasi korban bencana;
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. pangan;
f. sandang;
g. pelayanan kesehatan; dan
h. penampungan serta tempat hunian sementrra.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan oleh insunsi terkait setelah mendapat persetujuan dari
Kepala BPBD.

(4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu
paling lambat 3 x 24 (tiga kali d"opuluh empat) jarn.

Pesal 33

(l) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai yang berasal dari APBD
digunakan untuk penanganan darurat bencana.

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dialokasikan pada

BPBD.

Bagian Ketiga
Pasca Bencana

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.

Pasal 35

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan melalui
kegiatan:
a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. rlerbaikan prasarana dan sarana umum;
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c.
d.

c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan sosial psikologis;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflikl
g. pemulihan sosial ekonomi budava:
h. pemulihan keamanan dan ketertiban:
i. pemulihan fturgsi pemerintahan; danj. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 36

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b, dilakukan
melalui kegiaan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
a. pembangunan kembali prasarana dan saranal
b. pembangunan kembati sarana sosial masyarakat;

pembangkiun kembati kehidupan sosial budaya masyarakat;

frl9Tpu" rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang
lebih baik dan tahan bencana:
panisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia
usaha, dan masyarakat;
peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pssal 37

Penyelenggaraan pasca bencana mencakup kegiatan rehabilitasi dan/atau
rekonstruksi prasarana dan sarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan
kembali kegiatan pemerintahan dan perekonomian, rekonsiliasi, reintegrasi
serta reunifikasi agar kehidupan dan penghidupan masyarakat kembali normal
dan lebih baik serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman
Dencana.

Pasal 38

(l) Kegiatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi memperhatikan hal-hal
sebagai beLikut:

e.

f.

c.
h.
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a. p€rcncan&rn pembangunan di area,/lokasi bencana;

b. analisis tingkat kerawanan bencana;

c. pembangunan kembali prasaran dan sarana dasaq

d. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

e. pemulihan kegiatan usaha dan ekonomi;

f. partisipasi masyarakat setempat mulai dari perencanaan sampai

pelaksanaan.

(2) Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga

dilakukan dalam pemulihan:

a. hak perdata masyarakat terkena bencana; dan

b. hak atas akses ekonomi, sosial, dan budaya lokal.

BAB VITI

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 39

(l) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama op€rasi pelaksanaan

penanggulangan bencana dan p€nanganan pengungsi dengan Pemerintah

Daerah yang terdekat.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) antara lain melalui :

a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;

b. tukar menukar informasi:

c. pembebasan biaya di Rumah Sakit.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam

perjanjian kerja sama.
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BAB IX
PENGELOLAA}I DANA

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 40

(l) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah.

(2) Sumber pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan penanggulangan
bencana, penganggarannya melalui APBD.

(3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan baik dari Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun sumber-sumber lain yang sah

dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Passl 4l
(l) Penggunaan dana oleh BPBD dilakukan untuk mendukung kegiatan rutin

dan operasional, penyiapan sarana prasarana, sosialisasi, pembinaan,

p€ngawasan dan pengerahan sumberdaya.
(2) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan,

tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana SiaP Pakai

Pasal 42

( | ) Untuk memenuhi kebutuhan dialokasikan dana siap pakai.

(2) Dana sebagaimana disebutkan pada ayat (l) dianggarkan dari APBD

Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.
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Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 43

(l) Tata cara pemanfaatan s€rta pertanggungiawaban penggunaan dana pada
saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan,
situasi, dan kondisi kedaruratan.

(2) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat t€ntang dana bantuan dan
penggunurannya dilakukan secara transparan melalui media massa
setempat.

BAB X

PENGELOLAAN BANTUAI\

Bagian Kesotu

Perencanaan

Pasal tl4

Pemerintah Kabupaten melalui BPBD melakukan pengelolaan sumberdaya
bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat dan pasca
bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(l) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran
bantuan.

(2) Dalam hal penyediaan dan penyaluran bantuan tetap berkoordinasi dengan
pemerintah daerah lewat BPBD

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan
penanggulangan bencana diatur sesuai dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kedua
Penggunaan Dana Bantuan

Pasal 46

(l) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat yang terkena bencana untuk jangka waktu yang telah
ditentukan oleh Bupati.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan sosial untuk usaha produktif
bagi korban bencana.

(3) Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sepenuhnya

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, meliputi:
a. biaya rawatjalan;
b. biaya rawat inap;
c. biaya dokter;
d. biaya obat; dan/atau
e. biaya pemakaman dan pekuburan jenazah.

(4) Pemberian bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban
bencana,

(5) Tata cara pemberian dan besamya bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (4) diatur dengan Peraturan

Bupati.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Bantuan

Pasal 47

(l) untuk mengamankan bantuan berupa barang Pemerintah Daerah wajib
menyiapkan gudang;

(2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu

kadaluarsa agar diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya.

(3) Barang yang telah kedaluarsa dibuat berita acara pemusnahan

(4) pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh BPBD dan

secara berkala dilaporkan kepada Bupati
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Bagian Keempat
Pengawasan Pengumpulan dan Penyaluran Bantuan

Passl 4t
(l) Pengawasan pengumpulan dan penyaluran bantuan secara leknis

dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
(2) Pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan

penanggulangan bencana secara fungsional dilakukan oleh Bupati
melalui Badan Pengawas Daerah

Pasal 49

(l) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran

bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap

laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
(2) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditemukan

adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran

bantuan dimaksud harus mempertanggungiawabkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pengawasan Terhadap Potensi Bencana

Pasal 50

Pengawasan dilakukan terhadap potensi bencana yang dilakukan oleh BPBD

meliputi:
a. sumber ancaman atau bahaya bencana;

b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;

c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan

rancang bangun di daerah;

e. kegiatan konservasi lingkungan;
f. perencanaan tata ruang;
g. pengelolaan lingkungan hiduP;
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h. kegiatan reklamasi; dan

i. pengelolaan keuangan,

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5l

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua p€raturan pelaksanaan

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum

ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, kecuali

ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAI\ PENUTUP

Pasd 52

(l) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.
(2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan

paling lama t (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Donggala.
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Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2l Juni 20ll

BUPATI DONGGALA

ftd,

HABIRPONULELE
Diundangkan di Donggala,
pada tanggal,2l Juni 201 I

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA.

ffd.

Dn.H. KASMUDDINH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NrP. 1953 0201 1982 03 I 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2OII
NOMOR5

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

/rur?/'-v.
MUZAKIR PANTAS. SH.. MH
NIP. 19600305 199403 1003.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 5 TAHUN2OIl

TENTAI{G

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PENJELASAN UMUM

Wilayah Kabupaten Donggala secara geografis, klimatologis' hidrologis'

dan iondisi ,*nb".d"yu uiumny" merupakan daerah rawan bencana baik

yang, disebabkan ole-h alam maupur ulah manusia. yang berpotensi

meriimbulkan korban jiwa' pengungsian, kerugian harta benda' dan

["*i"; Juuln u"ntut lain yang tidak temilai yang dapat merugikan

."tvl."f"i. Disamping itu Iiabupaten Donggala berada pada lintasan

Patahan Palu-Koro.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi' saat terjadi dan

r""f 
"n-i"r:"i"Va 

bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap

aun t"nyia*i'upa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut

y"ng puiu akhimya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan
'rr"nE"nu t"rt.Uut, baik kerugian jiwa maupun materil'

olehkarenaitusesuaiamanatPembukaanUndang-UndangDasarl945dan
J"i""g-i]"atig Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

J"f*t" ."i:"ii kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap

;;;;;."k;;;;, maka rlntuk itu perlu disusun Peraturan Daerah vang

;ililpk"; dapat meminimalkan dampak dari bencana yang akan teriadi'



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi

dalam penanggulangan bencana sehinga Peraturan Daerah

ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak

asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga daerah

Kabupaten Bantul secara proporsinal.
Hurufb

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa

setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan

bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional

bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kesamaan Kedudukan

Dalam Hukum dan Pemerintahan" adalah bahwa materi

muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak

boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang'

antara lain, agama' suku, ras, golongan, gender' atau status

sosial.
Hurufd

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah

bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan

bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial

dan lingkungan- Yang dimaksud dengan "asas

keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam

penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata

kehiduPan dan lingkungan.
Yang dimaksud dengan "asas keserasian" bahwa materi
'mualan ketentuan dalam penanggulangan bencana

mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan

sosial masYarakat
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Huruf e

Yang dimaksud dengan ,.asas ketertiban dan kepastian
hukum" bahwa materi muatan ketentuan dalam
p€nanggulangan bencana harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya
kepastian hukum.

Huruf f
Yang di maksud dengan ,.asas kebersamaan" bahwa
penanggulangan bencana pada dasamya menjadi tugas dan
tanggungiawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang
dilakukan secara gotong royong

Hurufg
Yang dimaksud dengan ..asas kelestarian lingkungan
hidup"adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam
penanggulangan bencana mencerminkan keserasian
lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi
yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h
Yang dimaksud dengan ',azas ilmu pengetahuan dan
teknologi" bahwa materi dalam penanggulangan bencana
harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
s€cara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat
proses penanggulangan bencana, baik pada tahap
pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap
prasca bencana.

Pasal 3

Hurufa
Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat"adalah
bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan
secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa
apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus
mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan
penyelamatan j iwa manusia.
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Hurufc
Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa
penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang
baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan

"prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan
bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu
yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling
mendukung,

Huruf d
Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah
bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan
dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang
berlebihan.
Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah
bahwa dalam penanggulangan bencana harus berhasil
guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakst
dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan

biaya yang berlebihan.
Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip tranparansi" adalah

bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka
dan dapat dipertanggungiawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup jelas

Hurufh
Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminatif' adalah

bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak
memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis

kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun'

Huruf i
Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah

bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan
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pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui
pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Yang dimaksud dengan tanggungiawab Pemerintah daerah dan
masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan b€ncana meliputi
bencana alam, bencana non alam dan bencsna sosial.

Pasal 6
Huruf a

Cukupjelas
Huruf b

Cukupjelas
Huruf c

Cukupjelas
Huruf d

Cukupjelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan dana "siap pakai" yaitu dana
yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk dapat
dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf f
Cukup jelas

Hurufg
Cukup jelal s

Pasal 7
Ayat (l)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas
Hurufd

Cukup jelas



Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Pengendalian dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai
pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan
uang atau barang yang diselenggarakan oleh
masyaraka! termasuk pemberian ijin yang menjadi
kewenangan dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.

Huruf g
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 8
Cukupjelas

Pasal 9
Cukupjelas

Pasal l0
Ayat (l)

Hurufa
Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana
adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan
karena kcadaan yang disandangnya diantaranya
masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak,
serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Hurufd
Cukup jelas

Hurufe
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

37



Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal l I
Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas
Pasal 13

Cukupjelas
Pasal 14

Ayat (l)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Cukupjelas
Pasal 16

Cukupjelas
Pasal 17

Cukupjelas
Pasal 18

Ayat (l)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
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Huruf f

Huruf g

Huruf h

Ayat (3)
Huruf a

Hurufb

Huruf c

Hurufd

Hurufe

Pasal 19

Cukupjelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 2l

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan *analisis risiko bencana" adalah

kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang

memungkinkan terjadinya bencana.

Cukupjelas.

Cukupjelas.

Cukupjelas.

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana

dimaksudkan untuk mendapatkan data{ata ancaman,

kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk
menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian

digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Cukup jelas.

Cukupjelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "upaya fisik" adalah berupa

kegiatan pembangunan sal?na dan prasarana" perumahan,

fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan "upaya nonfisik" adalah berupa

kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.
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Pasal22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukupjelas

Pasal 24
Cukupjelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal27
Cukupjelas

Pasal 28
Cukupjelas

Pasal 29
Cukupjelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 3 I
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam

ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi

lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat,

seperti lingkungan permukiman, Iingkungan industri,

lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan

dengan penataan ruang.



Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Hurufg

Tujuan perbaikan prasanrna dan sarana umum dalam ketentuan
ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian

dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan,
perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi
s€rta jaringan lainnya.

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam
ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah
masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakag
seperti komponen rumah, prasaran4 dan sarana lingkungan
perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan
sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar
pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam p€raturan
perundang-undangan.

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini
dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan
psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan
dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi
sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang
mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluargq dan
pendampingan/fasilitasi sosial.

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan
untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini
dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial,
termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi
konflik sosial.

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan
ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi,
dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali
aktifitas sosial. ekonomi, dan budaya masyarakat.
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Huruf h
Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan
ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan
ketertiban masyarakat dengan cara mengakti{kan kembali
lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 36
Huruf a

Tujuan pembangunan kembali prasnrana &n sarana dalam
ketentuan ini dimaksudkan untuk membangun kembali
prasarana dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya
kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf b
Tujuan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi
sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana agar
kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang
pada wilayah pascabencanq seperti saftrna pendidikan,
kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti wredha, dan
balai desa.

Huruf c
Tujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menata
kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang rusak
akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh
dan berkembang pada wilayah pasca bencan4 sepeni
pemenuhan kembali fungsi-iungsi sosial korban bencana agar
kondisi kehidupan korban bencana menjadi lebih layak.

Huruf d
Tujuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dalam ketentuan
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ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat

ditimbulkan oleh bencana berikutnya' sehingga kehidupan

masyarakat pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan

berkembang sesuai dengan Penataan ruang'

Huruf e
Tujuan partisipasi dan peran serla lembaga dan organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam

ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran s€rta

lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan

masya-rakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat

Pada wilaYah Pascabencana'
Huruf f

CukuP jelas.

Huruf g
CukuP jelas.

Huruf h
CukuP jelas'

Pasal 37
Cukupjelas

Pasal 38
CukuP jelas

Pasal 39
Ayat (l)

CukuP jelas

Ayat(2)
CukuP jelas

Ayat (3)
CukuP jelas.

Pasal 40
AYat (l )

CukuP jelas

Ayat (2)
CukuP jelas

AYat (3)
CukuP jelas.
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Pasal 4l
Cukupjelas

Pasal 42
Cukupjelas

Pasal 43
Cukupjelas

Pasal 44
Cukupjelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 5 I

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas
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